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tugas kaum wanita. Dengan adanya fenomena tersebut maka kecenderungan wanita untuk
melakukan pencurian harta benda di mana saja dan kapan saja menunjukkan gejala yang
meningkat. :

Menurut data yang diperoleh dari informasi media massa menunjukkan pencurian
yang dilakukan oleh kaum wanita banyak terjadi di tempat-tempat kerainaian misalnya di
mall, pertokoan, yang menurut penulis masih menunjukkan skala kecil dalam kategori
pencurian. Namun karena tindakan itu dilakukan dengan melawan hukum maka sanksi
pidana harus dilakukan di depan pengadilan.

Di lain pihak, implikasi dari kecenderungan meningkatnya delik pencurian yang
dilakukan oleh wanita semakin mengkhawatirkan masyarakat umum, utamanya bagi
mereka yang bertugas di mall, pertokoan karena pola pengamanan pada umumnya
dipusatkan pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kaum pria.

Berdasarkan uraian di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah
aspek kriminologis terhadap pencurian yang dilakukan oleh wanita di Kota Makassar?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek kriminologis terhadap pencurian
yang dilakukan oleh wanita. Kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan Hukum
Pidana khususnya kriminologi.

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Kriminologi
Kata kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat
dan “/ogos” yang berarti ilmu pengetahuan (Made Darma Weda, 1996:1). Dari pengertian
tersebut dapat diketahui bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang
mempelajari tentang kejahatan. Selanjutnya, Made Darma Werda mengutip pendapat
Sutherland dan Cressey yang menyatakan bahwa “criminology is the body of knowledge
regarding crime as a social phenomenon”. Artinya bahwa yang termasuk dalam
kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap
pelanggar hukum. Dengan demikian maka kriminologi tidak hanya mempelajari masalah
kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum , pelanggaran hukum serta
reaksi terhadap yang melakukan kejahatan. Berdasarkan uraian tersebut W.M.E Noach
(1992: 33) menyatakan banwa kriminologi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu dalam
arti luas dan dalam arti sempit.
a. Krimnologi dalam arti luas.
‘Dalam pengertian ini kriminologi diartikan dalam arti kriminalistik. Dalam arti
kriminalistik adalah penyidikan dan penelitian ilmu pengetahuan alam mengenai
segala sesuatu yang berhubungan dengan dan dapat dipergunakan sebagai bukti dari
perbuatan pidana.
b. Kriminologi dalam arti sempit
Dimaksudkan disini adalah kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dari bentuk-bentuk
gejala, sebab musabab dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela
(kriminalitas).

Selain itu menurut Wilhelm Sauer berpendapat bahwa: kriminologi merupakan ilmu
pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang
berbudaya schingga objeknya adalah perbuatan individu dan perbuatan/kejahatan. JM
van Bemmelen: adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila yang
menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu
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ncela dan mengadakan perlawanan terhygy, kelay
; dengan sengaja nestapa (penderitaan) terh,g, ©
tersebut dengan jalan menjatuhkan de ]g tno, kriminologi merupakan ilmy pe
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Pasal 367 KUHP.
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penting. Soerjono Soekanto dkk (1986: 15-17) mgngat:akan bah\iva studi darj kl'iminolog
adalah mengenai kejahatan dan penjahat dan reaksi sosial atas kejahatan dan penjahy

sehingga masyarakat itu berhak me

tpad

inOIOE

B. Pengertian Delik

Suatu perbuatan dapat dikatakan delik (strafbaar feit) atau peristiwa pidana, apabj|
penilaiannya bertitik tolak pada Pasal | ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidan
(KUHP) yang menyangkut asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tidak ada syt
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak dj
dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kitab Undan
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pidana) adalah: “perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld)
scscorang yang mampu bertanggung jawab”. Sedangkan menurut van Hamel (Andi
Zainal _Ab'_dm Farid, 1995: 225) pengertian strafbaar feit adalah : Perbuatan manusia
yang d'}"‘a'km‘ oleh ““daﬂg_'lmdang. melawan hukum, strafwaardig (patut atau bemnilai
untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en aan schuld te wijten).

Berbeda dcngzm‘ Simons. van Hamel dan van Hattum (Andi Zainal Abidin Farid,
1981: 143) mengartikan strafbaar feit: Peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat
dipidana. dan sccara eliptis harus diartikan sebagai suatu perbuatan yang karena telah
melakukan perbuatan yang demikian itu, menyebabkan seseorang dapat dipidana.
Pemahaman van Hattum di atas melahirkan pengertian bahwa strafbaar feit itu adalah
suatu perbuatan seperti yang dikemukakan pula oleh Moeljatno (1987:54) yang
mengatakan sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang
siapa melanggar larangan tersebut. Oleh karena itu Tresna (1959: 28) menjelaskan bahwa
sesungguhnya tidaklah mudah untuk memberikan ketentuan atau definisi yang tepat
tentang strafbaar feit atau delik. Hal ini disebabkan karena istilah delik itu sendiri sulit
diterjemahkan dalam bahasa Indoesia. Misalnya saja Andi Zainal Abidin Farid
(1985:231) tidak setuju dengan istilah “perbuatan pidana” (strafbare handlung) seperti
yang dikatakan oleh Moeljatno dengan alasan bahwa strafbaar ialah orang dan bukan
perbuatan, Moeljatno (1983:54) mengatakan bahwa strafbaar feit dapat diterjemahkan
sebagai perbuatan pidana yang artinya suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang
siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dalam kaitan dengan hal tersebut maka Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo (1989:
44) mengatakan: Definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada. Oleh karena itu
timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan
tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hampir dalam tiap-
tiap pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai rumusan tersendiri
mengenai hal ini. Oleh karena itu Andi Zainal Abidin Farid (1985: 231) dalam
menerjemahkan istilah strafbaar feit sebagai delik, dalam arti istilah deliknya yang paling
tepat untuk digunakan karena : bersifat universal dan dikenal dimana-mana, lebih singkat,
efisien dan netral, orang yang memakai istilah strafbaar feit, tindak pidana, dan perbuatan
pidana juga menggunakan istilah delik, belum pernah penulis menemukan istilah perkara
prodoto (perdata) untuk apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal
sekarang (jadi orang salah mengambil istilah prodoto atau perdata untuk privat, yang
pemnah penulis temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan prodoto.

Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatanlah yang
dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan
ketidakiogisan, sebab kata pidana adalah kata benda, di dalam bahasa Indonesia kata
benda seperti perbuatan harus disusul oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan
itu, atau kata benda boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada
hubungan logis antara keduanya. Oleh karena itu untuk mengetahui suatu perbuatan
termasuk delik atau bukan harus dapat dilihat pada aturan hukum positif yang mengatur
tentang ketentuan pidana yang ada dan berlaku secara positif dalam suatu negara. Tentang
hal ini maka Pompe (PAF Lamintang, 1990: 173-174) merumuskan istilah strafbaar feit
atau delik pada dua aspek, yaitu:
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1. Aspek Teoritis, suatu pelanggaran norma (ganssuen terhadaf h““'b’h“kum Yany
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja tclah dilakukan o Scorang Pelaky i
mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharany, terg
hukum dan terjaminnya kepentingan umum. |

2. Aspek Huk:r?x Positiyft';l s?;fun slfajbaar Jfeit itu sebenarnya adaial} tidak laip Suap,
tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan Sebagy
tindakan yang dapat dihukum.

C. Pengertian Delik Pencurian sebagai Delik Pokok o

Secara Etimologis, kata “pencurian” berasal dari kata “curi’ - Arti kata curi mep,p,,
Poerwadarminta (1976:217) ialah berbagai-bagai perkara pencurian, sehingga “mencyg
diartikan sebagai mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah, atay melakuy,
sesuatu dengan sembunyi-sembunyi atau tidak diketahui orang lain. R. Soesil
(1981:215) dalam mengomentari Buku II Bab XII tentang Pencurian, tidak memberiky,
definisi tetapi hanya mengemukakan elemen-elemen atau unsur-unsurnya. Demikian py,
G.W Bawengan (1983:147) dan S.R Sianturi (1983:590) tidak memberikan penjelasa
atau definisi tentang pencurian, tetapi hanya menguraikan berdasarkan penafsiran tentan,
pencurian itu berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukup,
Pidana. Oleh karena itu untuk menjelaskan istilah pencurian maka yang perly
mendapatkan perhatian utama adalah mengetahui tentang perbuatan-perbuatan mana saj2
yang merupakan delik pencurian.

Pasal 362 KUHP merumuskan tentang pencurian (R. Soesilo, 1981:215) sebagal
berikut :“Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk
kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,
dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau dends
sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“,

Menurut penulis, terjemahan R. Soesilo tersebut kurang tepat, karena penggunax
kata melawan hak wederrechtelyk, seharusnya diterjemahkan dengan melawan hukum,
lagi pula melawan hukum jauh lebih luas pengertiannya dari pada melawan hak. Oleh
karena itu Pasal 362 KUHP ini secara langsung mengisyaratkan akan adanya unsur yang
memenuhi syarat akan adanya pencurian. Untuk it maka suaty perbuatan  dapa!
digolongkan ke dalam delik pencurian apabila memenuhj unsur-unsur sebagai berikut
Perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuaty barang, Barang itu harus seluruhny?

ini merupakan bentuk pokok dari pencurian, dengan unsur-unsur: (1). Objektif, yai®
mengambil, barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (2) SUbjekuhfaj
awan hukum.Sehubungan dengan
itu Tresna (1983: 214), menyatakan bahwa pencuri i gtkhi
bagi orang.yang dicuri barangnya, sehingga mengambil hars lain tanpa B
termasuk suatu kejahatan. o

Apabila dibandingkan antara unsur-unsyr

pencurian menurut system Anglo-Saxon terdapat pe seperti yang dilukiskan ©
Cross dan Joncs (GW Bavengan, 1979: 151) mepmreper oot Syone st

pencurian menurut KUHP d‘mﬁ;
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ada kemungkinan untuk dicuri (karena sifatnya), tanpa izin pihak pemilik, tanpa hak, ada
nial.

Dari rumusan yang telah dikemukakan di atas kiranya dapat diketahui bahwa
perbuatan dapat digolongkan sebagai pencurian walaupun tak ada unsur maksud memiliki
barang. Umpamanya anak-anak nakal mengambil mobil orang lain lalu memakainya
berkeliling saja, sudah termasuk pencurian. Sebaliknya menurut sistem KUHP Indonesia
perbuatan itu tidak termasuk pencurian mobil, tetapi pencurian bensin.

Dari uraian tersebut dapat diketahui kapan suatu perbuatan atau tindakan dapat
digolongkan sebagai suatu perbuatan pencurian yaitu perbuatan tersebut telah mencocoki
rumusan delik menurut Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP pada prinsipnya adalah suatu
pemilikan tidak sah terhadap sesuatu barang dan si pembuatnya diancam suatu hukuman.

D. Macam-Macam Delik Pencurian

Dalam KUHP terdapat beberapa bentuk delik pencurian sebagai salah satu bentuk
kejahatan yang diatur dalam Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Delik
pencurian yang dimaksud adalah sebagai berikut Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP),
Pencurian berat (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian
dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

E. Sebab-Sebab Timbulnya Delik Pencurian

Memahami secara sistematis tentang sebab-sebab timbulnya delik pencurian sangat
sulit untuk dilakukan karena pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan yang diatur
dalam KUHPidana dalam prakteknya harus dilihat kasus per-kasus. Kasus pencurian yang
terjadi pada suatu peristiwa berbeda dengan kasus yang sejenis yang terjadi pada
persitiwa lain. Perbedaan ini disebabkan karena faktor internal dan eksternal pelaku
pencurian. Misalnya saja menyangkut kepribadian pelaku pencurian berbeda antara satu
sama lain. Kecenderungan berbuat jahat mungkin diturunkan dari kepribadian orang tua
atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian seseorang. Atau dapat juga dikatakan
bahwa perbedaan pada kasus pencurian disebabkan adanya perbedaan keadaan sosial
masyarakat. Oleh karena itu secara teoritis sebab-sebab terjadi delik pencurian sebagai
suatu kejahatan yang dilakukan wanita juga berbeda nuansanya.

Namun, dalam penulisan ini dikemukanan pandangan Noach dan van den Heuvel
(1992:103) yang mengatakan jikalau pendapat-pendapat tentang sebab musabab kejahatan
hendak dirangkum dalam kelompok-kelompok maka tepatlah untuk dipecahkan menjadi
kelompok:

1. Kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si pelaku;

2. Kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh bakatnya;

3. Kejahatan disebabkan, baik oleh pengaruh-pengaruh dari luar juga oleh sifat-sifat si
pelaku.

Secara kriminologis, timbulnya kejahatan (dalam bentuk delik pencurian) dapat
dijelaskan oleh beberapa teori yang mendukungnya Made Darma Weda (1996: 28-31)
yaitu: Teori Asosiasi Diferensial, Teori Anomi, Teori Label, Teori Konflik, Teori
Kontrol. Sedangkan menyangkut timbulnya kejahatan (pencurian) dilihat secara internal,
Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita (1987:53) melihat sebab-sebab terjadinya kejahatan
melalui teori Lombrosian, Mental Testers dan Psychiatric.
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[lI. METODE PENELITIAN i iti i
Penelitian dilakukan di kota Makassar dengan IOI;-: l?::l;tg:n P dl .
Kepolisian, Kantor Pengadilan Negeri Ke".s.l Maka;dsflah seluruh namcwdzsnyamk%“
Kelas 1 Makassar. Populasi dalam penelm;n ini o katan Kelas I M al?z:ssara S‘”&nim
i di Lembaga emasy . * Sam
sejumlah 50 orang yang berada di ita yang melakukan delik pencuriap, yafgl

dalam penelitian ini adalah narapidana W‘}"' lasi d ol
diambil sccara purposive (Purposive sampling) pada POE“ asi dengan jumlah sampe| 45
orang dari populasi 56 dengan derajat kesalahan 10%. Pengumpulan data melipy;

wawancara yang dilakukan terhadap responden mfelalui teknik wawancara bersiryj,,
maupun tidak berstruktur. dan studi pustaka yang dilakukan melalui penelaahan ter}, adp

literatur dan dokumen-dokumen yang ditemukan di lokasi geflelitian. o
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan teyy;

persentase melalui tabel frekuensi dengan rumus:

F © dimana:
P = ______ x 100% P = Persentase
N f = Frekuensi
N = jumlah responden

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keadaan ekonomi akan menyebabkan pelaku senantiasa berpikir untuk bagaimana
memenuhi kebutuhan hidup sehingga pada akhirnya dengan nekat ia berikhtiar untuk
melakukan delik pencurian. '

Hasil penelitian penulis terlihat bahwa pencurian yang dilakukan wanita pada
umumnya adalah pencurian biasa. Menurut data yang penulis temukan di lapangan, maka
delik pencurian dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian ringan,
pencurian biasa, pencurian berat dan pencurian yang disertai dengan kekerasan. Pada
umumnya delik pencurian yang dilakukan oleh wanita adalah jenis pencurian biasa yzitu
80 %. Pencurian biasa adalah pencurian yang dilakukan di tempat-tempat tertentu dengan
nilai barang yang tidak terlalu mahal dalam arti hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari. Dan_ pencurian biasa ini tidak disertai dengan kekerasan ataupun unsw
pemberatan schingga pada tempat-tempat tertentu terjadinya pencurian ini terkadang
pelakunya hanya diperingatkan untuk tidak berbuat yang kedua kalinya, tetapi apabis
tertangkap untuk yang kedua kalinya atau lebih maka pelaku digiring ke kepolisian untuk
disidik lebih lanjut. N gl

leh ilik b: ; ag:;n untuk barang-barang yang lebih mahal maka alasan pemﬂﬂf
Colik o« orang tidak dilakukan dan lebih banyak diadukan kekepolisian seba

Untuk lebih jelasnya berikut inj di o ate G IEEL oy,
dilakukan oleh wax:ita beny'kutﬁzilfm ni dikemukakan distribusi jenis pencurian Y%
Tabel 1: Jenis-Jenis Pencurian yang dilakukan Wanita

I;lo. ;ems P?ncur.ian Frekuens] v——
. encurian Ringan 0 n —
2. | Pencurian Biasa " 0%
3. Pencuriap dgn Pemberatan e 80%
4. | Pencurian dgn Kekerasan ) 15,56%
Jumlah 4,44%
Sumber: Data primer diolah, 2067 100% |
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-+ Pada Tabel 1., tampak:denga jelas:bahwa-delik ipencurian yang dialakukan oleh
wanita paling banyak adalah delik .pericutian biasa; disusul dengan: delik  pencurian
dengan pemberatan, penciirian derigan kekerasan:. , .1, 1.0l oL
Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan wanita pada umumnya dalam keadaan
tertangkap tangan:pada waktu sedang melakukan pencurian tersebut, sehingga karena
perasaan malu dan takut akan perbuatan yang dilakukan diketahui oleh orang lain'maka
pelaku (wanita tersebut) melakukan kekerasan (penganiayaan) terhadap korbannya.
Adapun jenis barang yang menjadi objek pencurian oleh kaum wanita .dapat dilihat
pada Tabel 2. Data pada Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa jenis barang yang paling
banyak menjadi objek (sasaran) pencurian yang dilakukan oleh wanita adalah barang
berbentuk busana dan bahan tekstil 31,11%, peringkat kedua adalah barang-barang
elektronik  20%,. peringkat ketiga adalah sembako (sembilan bahan pakok) 17,77%,
peringkat keempat adalah uang tunai 15.55%, peringkat kelima adalah perhiasan emas
dan permata 11,11%.
.. Tingginya jenis. barang tertentu yang menjadi objek pencurian (yakni . busana dan
barang tekstil. lainnya serta barang elekironik dan.emas permata) karena barang-barang
tersebut relatif mudah untuk dicuri ketika pemiliknya atau penjaga sedang lengah (tidak
waspada) dan cepat laku , dijual pada orang lain dengan harga yang relatif lebih murah
dibandingkan dengan harga toko, ... :, . . . . P
Tabel 2: Objek pencurian . .

.|No|Jenisbarang . . . . .. . |Frekuensi |Persentase: ...
‘|.1. | Perhiasan emasdan permata . |5 . . . IR
|:2_|Barangelektronik .. . . . _.[9 .. [20,00

13, Metor.silii. oo s v g 51 1222 . -

4 | Busana dan barang tekstil- .. .. [14 .. . |31,11. .

5 | Uang tunai 7 15,55

6 |[Sembako i i g 17,77..

| Jumlah;- . 45. . ..:: {100 -

Sumber: Data primer diolah, 2007

Seorang responden (wawancara dengan Sartika Zainuddin, narapidana LP Kelas I
Makassar pada tanggal 4 Pebruari 2007) mengungkapkan' bshwa sebenamya yang
menjadi favorit terhadap objek pencurian adalah uang tunai atau emas permata. Namun
untuk . mencuri kedua jenis barang tersebut sangat slit dilakukan karena pada umumnya
pemilik barang berharga tersebut menyimpannya dan menjaganya dengan sangat hatishati..
Misalnya ditempatkan pada tempat yang terscmbunyi atau di brankas (lemari besi). -
.. Nilgi, barang. yang hendak dicuri padajumumnya berkisar antara-Rp. 33,000.sampai
dengan 5,000,000, (taksiran. pada- harga-motor bekas pakai). Secara:lengkap; nilai barang
yang dicuri. oleh wanita ) dapat:dilihat;pada Tabel 3. Tabel.3 -menunjukkan bahwa pada.
bagian terbesar nilai barang.yang;diouri adalah. senilai-Rp. 201.000.- Rp.300,000 yang
mencapai 44,44%.

Posisi kedua ditempati oleh nilai barang yang berkisar antara Rp.301.00-Rp. 400.000
yang mencapai 20%. Posisi ketiga ditempati oleh nilai barang yang berkisar antara Rp.
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101,000 s/d Rp. 200.000. Posisi keempat ditetszn’ggf}iﬁ oleh nilai barang yang berkisar an
1) . l . |

Rp. 401.000 s/d Rp. 500.000 yang mencapai 13,33%.

Tabel 3. Nilai barang yang dicuri oleh pelaku wanita di Kota Makassar

No | Nilai Barang Curian R .Frekuensi Persentasi

‘1| Rp. 101.000 — Rp. 200.000 8 - Z,Z

2 | Rp. 201.000 - Rp. 300.000 20 .00

3 | Rp. 301.000 — Rp. 400.000 - 9 20, :

4 [ Rp.401.000—Rp. 500.000 C |6 13,3

5 | Rp. 500.000 ke atas 2 4,44
Jumah | 45 100

Sumber: Data primer diolah, 2007

~ Posisi kelima ditempati oleh nilai barang yang berkisar antara Rp. 500.000 ke atas
yang mencapai 4,44%. dan posisi yang terakhir ‘didahului oleh posisi nilai barang yang
berkisar antara Rp. 30.000 s/d Rp. 100.000 yaitu 0% dalam arti tidak ada yang mencuri
barang yang sangat murah apabila akan dijual. Dari hasil wawancara dengan seorang
responden bernama Ibu Elis alias Ibu Tety, Napi LP Makassar (Wawancara tanggal 4
Februari 2007) menyatakan bahwa nilai barang yang dicurinya berharga sekitar (200 -
300 ribu rupiah), yakni sebuah radio tape compo. Nilai uang sedemikian baginya sudah
cukup banyak untuk biaya hidup sebulan. Modus operandi delik pencurian pada
umumnya dilakukan secara perorangan (sendirian). Tidak merupakan ‘suatu kelompok
yang terorganisir di bawah koordinasi’ atau pimpinan orang lain. Untuk lebih jelasnya
mengenai modus operandi pencurian yang dilakukan wanita dapat dilihat dalam Tabe] 4.
Tabel 4: Modus Operandi Pencurian yang dilakukan oleh wanita s

No. M.odus Operandi : Frekuensi | Persentase

1. Dilakukan seorang diri 23 SL11

2. Dilakukan dengan teman 22 48,84
Jumlah 45 100%

-Sumber: Data primer diolah, 2007
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Tebel 5: Penggunaan Uang Hasil Curian

No | Modus Operandi Frekuensi Persentase

1. | Untuk biaya hidup sehari-hari 27 60%

2. | Untuk biaya sekolah anak 16 35.55%

3. | Untuk biaya berobat anak 9 4 4'4%
Jumlah 45 100%

Sumber: Data pnmer diolah, 2007

Tabel 5 di atas mer.lunjukkan penggunaan hasil curian pelaku dengan perincian
sebagai berikut: untuk biaya hidup sehari-hari terdapat 27 orang (60%), untuk biaya
sekolah anak terdapat 16 orang (35,55%) sedang yang lain hanya untuk -biaya berobat
keluarga (4,44%).

Dari data di atas nampak bahwa ada kecenderungan dilakukannya pencurian oleh
wanita karena faktor desakan ekonomi keluarga. Wanita secara kodrati memang termasuk
makhluk yang lemah dan mempunyai perasaan malu yang sangat tinggi, tetapi demi
keluarga dan untuk menyambung hidup tindakan itu terpaksa dilakukannya, kendati
bertentangan dengan kata hati yang paling dalam. _

Pencurian dilakukan karena pengamanan terhadap objek, barang atau benda yang
dicuri pengamanannya tidak ada atau tidak terlalu- ketat sehingga peluang untuk
melakukan delik dapat terjadi setiap saat.

Tabel 6: Pengamanan terhadap objek

No | Pengamanan Objek Frekuensi Persentase

1 Ketat 3 6,66

2 Kurang ketat 15 33,33

3 Tidak terjaga 27 60
Jumlah 45 100

Sumber : Data primer diolah, 2007

Tabel 6 menunjukkan tentang pengamanan terhadap objek bahwa objek yang
pengamanan tidak terjaga kasus yang: terjadi sebesar ~ 60% menunjukkan bahwa
pencurian yang dilakukan wanita terjadi karena objek yang dicuri tidak terjaga, misalnya
alat-alat elektronik. Sedangkan objek yang tidak ketat penjagaarmya terjadi sebanyak
33,33% menunjukkan bahwa pencurian terjadi karena pemilik lengah, atau pemilik tidak
menduga akan terjadi pencurian misalnya handphone yang diletakkan sembarangan, atau
barang-barang pajangan di pasar swalayan. Namun demikian walaupun objek ketat
Penjagaannya namun tetap saja pencurian itu dilakukan misalnya barang yang ada di
Supermarket, toko-toko serta di rumah tempat tinggal. Tebel tersebut menunjukkan bahwa
Seyogianya objek harus mendapatkan —pengamanan yang cukup, dalam arti pemilik

g tidak boleh secara sembarangan meletakkan barangnya disembarang tempat tanpa

i dapatmengundang si pencuri untuk mengambil
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Terhadap objek sangat berkaitan dengan penjagaannya ,kmn; pelaku delik Nekay
untuk melakukan pencurian apabila ada kesempatan untuk itu. Hampir ds:]’"a denga,
pengamanan, maka dalam penjagaan terhadap objek' dlmakSI:ldka.n adalah adany;,
pengamatan terhadap objek yang secara terus menerus, misalnya saja di rak-rak tokq Yang
senantiasa ada pelayan toko yang mengawasinya.

Tabel 7: Perlunya penjagaan

[No Penjapaan Frekuensi Persentasc
1 Ketatnya penjagaan 5 L1l
2 Kurang ketat penjagaan 9 20
3 Tidak ketat penjagaan 31 68,88
Jumlah 45 100

Sumber: Data primer diolah, 2007

i, artinya kalau tertangkap
Ya sang pencuri pasrah, tetapi kalau berhas;] maka ia mendapatkan keuntungan. Namyy
Pada umumnya pencurian terjadi karena tidak ketatnya penjagaan. Misalnya dalam
kesempatan tertentu Penjaga supermarket tidak berada di tempat, atau pada saat ramainya |
pengunjung sehingga penjaga sibuk maka peluang itulah yang dimanfaatkan untuk
melakukan delik.

Tabel 8: Penyu]uhan/penerangan kepada masyarakat

| No Penyuluhmvpenerangan Frekuensi Persentase
1 | Tidak pernah mendengar 32 71,11
2 | Pernah mendengar 13 28,88
Jumlah 45 100
Sumber: Data primer diolah, 2007
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. Pada umumnya tujuan dljatulﬂu%nnya' suatu pidana terhadap pelaku delik adalah agar
si pelaku tersebut tidak mengulangi lagi delik yang pemah dilakukannya dengan jalan
mclm pembmafm di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini secara tegas dinyatakan
hakim Mark S(:»entplet (wawancara tanggal 4 Juli 2007) yang menyatakan bahwa "Kami
menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik dengan tujuan agar pelaku tersebut dapat
menginsyafi perbuatannya yang salah sehingga tidak lagi mengulangi delik yang pernah
dilakukannya di masa yang lalu, Kami ingin agar pelanggar delik tersebut dibina sebaik-
baiknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan memberikan pelajaran keterampilan
yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya sehingga kelak ia dapat mandiri
dalam mencari nafkah tanpa merugikan orang lain.” Dari pernyataan responden tersebut
dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan adalah rehabilitatif (perbaikan)
dengan menjauhkan dari perasaan balas dendam.

Dalam Tabel 9 dapat dilihat tentang tujuan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim
Terhadap Wanita Pelaku Delik Pencurian. .
Tabel G: Tujuan Pernidanaan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim

No. | Tujuan Pemidanaan Frekuensi | Persentase
1. Rehabilitasi 33 '(7)3,33

2. Pembalasan
3. Preventif 12 38066

| | Jumlah 45

Sumber: Data Primer yang diolah, 2007

) isi i i oleh tujuan
unjukkan bahwa pada posisi terbanyak dxtc:qut: oleh. .
"r(ﬁ:\c;angbe:;: reimbilitasi yang mencapai 73,33%, sedang,kan posisi kedua dxtempa_u
leh tujuan pemidanaan berupa preventif yang mencapal 29/,66% dan yang terakhir
id i i 0%.
i : oleh tujuan pemidanaan pembalast}n yang mencapal ‘
dldmli')ual?a:;emcn; berat ringannya pidana para hakim mempertimbangkan tentang

latar belakang dilakukannya delik, motivasi pelaku, latar belakang sosial ekonomi pelaku,
a

dan lain sebagainya.
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Tabel 10. Tingkat Pidana Yang Dijatuhkan Hakim

No | Pidana yang dijatuhkan Frekuensi | Persentase

1. | Pidana2—5 bulan 25 55,56

2. | Pidana 6 - 12 bulan 14 31,11

3. | Pidana 13 - 24 bulan 5 1,11

4. | Pidana 25 - 36 bulan 1 2,22
Jumlah 45 100

Sumber: Data primer diolah, 2007

Tabel 10 di atas menunjukkan tingkat pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaky
pencurian yang dilakukan wanita dengan perincian sebagai berikut: pidana 2 - 5 bulan
terdapat 25 orang (55,56%), pidana 6 - 12 bulan terdapat 14 orang (31,11%), sedangkan
hukuman pidana 13 - 24 bulan terdapat 5 orang (11,11%) dan 25 - 36 bulan terdapat |
orang (2,22%). Dari data di atas menunjukkan bahwa pidana yang terbanyak adalah 2 - 5
bulan sedang yang terendah adalah pidana 25 - 36 bulan yakni hanya terdapat 2,22%.

Dilihat dari berat ringannya hukuman yang dijatuhkan hakim sebagai terurai pada
tabel di atas, maka pada umumnya pidana yang dijatuhkan hakim kepada pelaku relatif
rendah. Hal ini berkaitan dengan besarnya nilai barang yang dicuri hanya antara Rp.
30.000,- hingga Rp. 500.000,-, dan hanya termasuk jenis pencurian biasa. Kendati
demikian ternyata dengan pidana yang relatif rendah tersebut belum bisa meredam angka
kejahatan pencurian.

Penjatuhan pidana kepada pelaku delik pencurian oleh wanita dikategorikan sebagai
pencurian ringan seperti yang diatur dalam Pasal 364 KUHP yaitu pencurian biasa
sebagaimana diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4 dan No.5 KUHP dimecna
pencurian oleh wanita ini tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan
yang tertutup yang ada rumahnya. Demikian pula nilai barang yang dicuri itu tidak lebih
dari dua ratus lima puluh rupiah. Oleh karena itu penulis kategorikan sebagai pencurian
ringan dengan penjara selama-lamanya tiga bulan,

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dapat juga dikatakan bahwa rendahnya
pidana yang dijatuhkan karena pencurian yang dilakukan wanita selain dikategorikan
sebagai pencurian biasa dan barang yang dicuri juga tidak terlalu mahal, pencurian itu
dilakukm) itu te.ljadi di Mall-Mgll yang penjagaan dan pengamanannya kurang ketat
bahkan tidak terjaga karena ramainya pengunjung Mall seperti yang diisyaratkan dalam
Pasal 354 KUHP bahwa pencurian tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah untuk mencegan dan mengatasi
penmgkam.n jumlah delik pencurian, namun hal ini tidak berartj bahwa dengan pidana
yang relatif rendah tersebut sama sekali tidak memberi manfaat bagi pelaku dan
masyarakat pada umumnya. Namun, ada kesan dimasyarakat bahwa penjatuhan pidana
dalam upaya mencegah dan menanggulangi pencurian terkesan tidak memberi pengaruh
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Penulis berpendapat bahwa peranan aparat hukum sangat besar dalam memberantas
atau sckurang-kurangnya mengurangi terjadinya delik pencurian. Pihak kepolisian
seyogianya menyidik pelaku secara intensif, dan apabila ditemukan recidive atau
recidivis, maka yang bersangkutan harus di perberat hukumannya, dan apabila bukan
recidive atau recidivis maka pelaku harus dibina dengan mengemukakan bahwa apabila
terjadi perbuatan pidana berulang maka sanksi pidananya berat. Hal ini bertujuan untuk
mencegah pelaku melakukan perbuatan kriminalnya lagi. Oleh karena itu harapan penulis
setelah mengetahui sebab-sebab terjadi delik, upaya penanggulangan serta penerapan
sanksi pidana bagi pelaku maka diharapkan jumlah delik (pencurian) semakin menurun
intensitasnya. Walaupun kategori pemidanaan dikatakan sebagai tindak pidana ringan,
namun hasrat bagi kaum wanita untuk melakukannya (pencurian) semakin berkurang.
Untuk itu diperlukan penyuluhan, penerangan dan sosialisasi hukum kepada kaum
wanita. Dan tak kalah pentingnya adalah pemerintah mengupayakan peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kesempatan peningkatan perekonomian serta
peningkatan peluang lapangan pekerjaan khususnya bagi kaum wanita.

IV. KESIMPUILAN

Pada umumnya delik pencurian yang dilakukan oleh wanita adalah delik pencurian
biasa dengan objek barang yang dicuri adalah busana dan barang tekstil. Nilai barang
yang dicuri secara umum berkisar anatar Rp. 201,000 - Rp. 300.000, dan modus
operandinya pencurian itu dilakukan secorang diri atau dilakukan dengan teman.
Penggunaan uang hasil curian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Karena. dilakukan seorang diri maka pengamatan terhadap objek oleh pemilik barang
ternyata tidak dilakukan dengan ketat, bahkan barang yang dicuri tidak terjaga. Oleh
karena itu perlu penjagaan yang ketat, baik oleh Satpam atau pemilik barang. Lain
daripada itu penyuluhan dari pemerintah tentang delik pencurian terhadap warga
masyarakat tidak pernah dilakukan secara efektif. Dalam hal penjatuhan pidana, hakim
menjatuhkan pidana dengan tujuan untuk merehabilitasi wanita yang melakukan
pencurian sehingga tingkat pidana yang dijatuhkan 2 sampai 12 bulan. Disarankan
kiranya upaya peningkatan penghasilan masyarakat dapat ditingkatkan misalnya dalam
bentuk membuka lapangan pekerjaan bagi kauin wanita sehingga keinginan atau hasrat
untuk melakukan delik pencurian dapat semakin berkurang.
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